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ABSTRACT
Although the rapid growth of syari’ah economy creates controversy, there is
a little problem concerning syari’ah economy in veligious court in Jember.
Since there is laws of no.3 of 20006, reliygious court take only a problem of
syari’ah economy. It showed that the development of religious court compe-
tence concerning syari’ah economy got the problems. The problem in imple-
menting new competence includes problem of laws no. 3 of 2006 socializa-
tion, intersect of law system, and public belsef.
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PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia telah mengenal peradilan sejak lama. Dalam
suatu masyarakat yang individunya saling berinteraksi satu dengan yang lain
maka akan menimbulkan benturan-benturan kepentingan individu dalam
masyarakat. Adanya masyarakat akan diikuti pula adanya aturan atau hu-
kum yang akan diterapkan dan berlaku bagi seluruh anggota masyarakat.
Hukum atau aturan ini dibuat agar dapat menciptakan masyarakat yang
aman, tenang, dan tenteram. Walaupun sudah dibuat suatu aturan namun
tetap saja terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum atau perselisihan-per-
selisihan pribadi antar warga masyarakat.

Oleh karena itu, kajian tentang peradilan khususnya Peradilan Agama
banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan
firgaha, ahli hukum tata negara dan para pakar dalam bidang lain. Kajian
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terhadap Peradilan Agama di Indonesia terus berlangsung, terutama sejak
pranata Hukum Islam memiliki kedudukan yang semakin kokoh dalam
pembagian kekuasaan negara, dan peranannya semakin menonjol. Ia akan
tetap menarik sebagai sasaran pengkajian, karena memiliki keunikan ter-
sendiri sebagai satu-satunya pranata keislaman yang menjadi bagian dari pe-
nyelenggara kekuasaan negara.!

Sebagai salah satu institusi pelaksana kekuasaan kehakiman di Indone-
sia, Peradilan Agama telah melewati sejarah panjang untuk sampai pada
eksistensi, status, dan kedudukannya yang cukup kuat sebagaimana kita
saksikan saat ini.

Berkaitan dengan substansi hukum, dari aspek historis keberadaan Pe-
ngadilan Agama di Indonesia telah lama diakui eksistensinya, selama Orde
Baru hanya memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa dalam bi-
dang hukum keluarga, seperti soal perkawinan, sengketa waris, wasiat, wa-
kaf, dan lain-lain. Karena tuntutan reformasi khususnya di bidang hukum
dan peradilan, maka pemerintah melakukan perubahan atas Undang-
Undang Peradilan Agama ini melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentu saja dimaksudkan untuk
mengakomodir tuntutan kondisi masyarakat yang semakin berkembang
pesat.”

Sejarah juga menyaksikan betapa Peradilan Agama dalam proses per-
kembangannya mengalami pasang surut seiring dengan lahirnya peraturan
perundang-undangan yang mengatur Peradilan Islam ini. Undang-Undang
tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14/1970 menandai pem-
baharaun Peradilan Agama meski belum bisa dikatakan sebagai lembaga
yang independen, mandiri, dan kokoh.

Perkembangan signifikan baru terjadi setelah diberlakukannya
Undang-Undang No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Disusul 10 tahun
kemudian dengan lahirnya UU No. 35/1999 yang mengatur sistem satu
atap (one-roofiystem) yang ditegaskan kembali oleh UU No. 4/2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Tetapi, Undang-Undang No. 3/2006 tentang

'Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 1997), 49.

*Eman Superman, Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa di Indonesia; dalam
Jurnal Penegakan Hukum. Volume 3 Nomor 2, Juli 2006, 21-35
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perubahan UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama lah yang kemudian
dianggap oleh banyak kalangan sebagai momentum paling berscjarah bagi
perkembangan PA dengan perluasan kewenangannya dalam perkara eko-
nomi syari’ah.

Dengan disahkannya UU nomor 3 tahun 2006 dan UU No. 50 Ta-
hun 2009, maka secara yuridis formal kelembagaan Peradilan Agama se-
makin kokoh dan mempuyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan tiga
lingkungan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha
Negara, dan Peradilan Militer.

Jika selama ini pengadilan agama hanya memiliki kompetensi untuk
menyelesaikan kasus-kasus hukum dalam bidang hukum keluarga, seperti
pemutusan perkawinan, sengketa waris/wasiat, wakaf, dan lain-lain, maka
setelah Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 diaman-
demen, kompetensi pengadilan agama menjadi lebih luas. Cakupan ke-
wenangannya meliputi pula penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi
syariah.

Pasca amandemen UU No. 7 Tahun 1989 kewenangan Peradilan
Agama menjadi bertambah. Perluasan kewenangan Peradilan Agama untuk
menangani sengketa ekonomi syari’ah, merupakan fenomena yang harus di-
hadapi oleh seluruh jajaran aparat (pegawai dan hakim) Peradilan Agama.
Di satu sisi, peradialan agama harus memiliki hakim-hakim khusus yang ka-
pabel dalam menangani sengketa ekonomi syari’ah. Para hakim juga ditun-
tut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Karena
hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak
untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang
jelas. Di sisi lain, seluruh hakim peradilan agama memiliki latar belakang
pendidikan hukum Islam, yang selama ini tidak menangani sengketa yang
terkait dengan ekonomi syari'ah. Sejalan dengan itu, setiap hakim Peng-
adilan Agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai soal cko-
nomi syari’ah.

Dengan diamandemennya UU No. 7 Tahun 1989 tersebut menandai
lahirnya paradigma baru peradilan agama. Paradigma baru itu menyangkut
yurisdiksinya, sebagaimana ditegaskan bahwa: “Peradilan Agama adalah
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang
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beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang ini”. Kata “perkara tertentu” merupakan perubahan ter-
hadap kata “perkara perdata tertentu” sebagaimana disebutkan dalam UU
No. 7 Tahun 1989. Penghapusan kata ini dharapkan agar tidak hanya per-
kara perdata saja yang menjadi kewenangan pengadilan agama.?

Dengan adanya UU No. 3 Tahun 2006 ini, landasan hukum positif
penerapan hukum Islam menjadi lebih kokoh. Hal ini mengingat, ada be-
berapa perubahan fundamental yang dilakukan oleh UU No. 3 Tahun
2006 terhadap UU No. 7 tahun 1989, khususnya menyangkut teknis pe-
nyelesaian sengketa kewenangan antara Peradilan Agama dengan Peradilan
Umum. Ada beberapa titik singgung antara keduanya, khususnya me-
nyangkut hak opsi dan sengketa kepemilikan.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Ta-
hun 2006 kewenangan absolut Pengadilan Agama bertambah, salah satu-
nya adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pasal itu pula yang men-
jadi landasan utama Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili
dan memutus jenis-jenis perkara di atas. Akan tetapi, dari sejak diundang-
kannya hingga sekarang kurang lebih sudah tiga tahun, perkara ekonomi
syariah yang masuk ke Pengadilan Agama masih sangat minim, pertahun
hanya 5 sampai dengan 12 perkara se-Indonesia.

Sebut saja misalnya bahwa pada tahun 2007 perkara ekonomi syariah
yang diterima di seluruh Pengadilan Agama se Indonesia hanya 12 perkara,
pada tahun 2008 hanya 8 perkara, pada tahun 2009 hanya 5 perkara, tahun
2011 hanya 5 perkara, dan dalam konteks Pengadilan Agama Jember,
hanya ada satu (1) perkara ekonomi syarrah yang masuk sejak tahun 2006
hingga 2015. Angka ini tentu saja sangat kontradiktif dengan pertumbuhan
kegiatan ekonomi berdasarkan syariah yang semakin berkembang pesat,
yang sudah pasti banyak pula celah sengketa disana. Hal ini menandakan
bahwa pelaksanaan perluasan kompetensi Pengadilan Agama terutama di
bidang ekonomi syariah masih memiliki banyak problem.*

3JaenalAripin, JaenalAripin,.Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di In-
donesia, (Jakarta: Kecana. 2008), 343.

“Lihat catatan Asep Ridwan, seorang hakim di PA Kalianda Lampung selatan.
Selanjtnya lihat di http://www.pa-kalianda.go.id/gallery/artikel/201-faktor-pendukung-
dan-penghambat-pelaksanaan-kekuasa-an-pengadilan-agama-bidang-ekonomi-syariah-
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk me-
neliti apa sesungguhnya problem-problem yang mengitari Pengadilan
Agama Jember schingga perkara-perkara ekonomi syariah yang masuk be-
gitu minim bahkan sejak terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 20062

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian berjenis fieldresearch (penelitian lapa-
ngan), yang mana penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hasil pe-
ngumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan.® Pe-
nelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Jember. Adapun informan
yang dimaksud di atas adalah hakim-hakim di Pengadilan Agama Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data-data yang di-
butuhkan disini berupa sebaran-sebaran informasi dari para hakim Peng-
adilan Agama Jember yang tidak perlu di kuantifikasi. Bogdan Taylor se-
perti dikutip oleh Lexi J. Moleong mendefinisikan bahwa motode kualitatif
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tersebut ber-
upa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau subyek yang kita
teliti.®

Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Pertama, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber
pertama.” Data primer ini di peroleh dari hasil wawancara peneliti dengan
para informan beberapa hakim yang bertugas di bawah naungan Peng-
adilan Agama Jember. Pemilihan informan tersebut di atas tidak terlepas
dari kedudukan mereka yang berada di tempat yang dijadikan obyek studi.

Kedua, data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi Pe-
ngadilan Agama Jember, serta berbagai referensi, buku-buku yang ber-
sangkutan dengan Peradilan Agama, ekonomi syari‘ah, jurnal, dan lain-lain
yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

.html, diakses tanggal 16 Oktober 2015.

*Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rosda Karya, 2002),
135:

6Lexy J. Meleong, Metodologi, 1

7SoerjonoSoekanto, Pengantar,12.
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Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Teknik Observasi

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan kegiatan pengamatan secara
langsung ke lapangan yaitu di Pengadilan Agama Jember.
b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan- pe-
nelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawan-
cara dengan informan terkait.® Adapun teknik wawancara dalam penelitian
ini adalah dengan menggunakan interviewguide(panduan wawancara).’

Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan jenis wawancara
bebas terpimpin atau bebas terstruktur, yaitu peneliti secara langsung me-
ngajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan per-
tanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun selanjutnya dalam proses
wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara dituntut untuk
bisa mengarahkan informan apabila ia ternyata menyimpang.'® Panduan
wawancara ini berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak
kehilangan arah.™

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dari
informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat
dalam penelitian ini.
c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik untuk mencari data mengenai hal-
hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, ra-
pat, agenda dan sebagainya.'? Teknik ini digunakan untuk memperoleh da-
ta yang dianggap bisa membantu memberikan keterangan terhadap apa
yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

8SoerjonoSoekanto, Pengantar, 12.

°M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193-194.

%Burhan Bungin, Metodologi - Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan
Kualitatif (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 25.

“Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2005), 85.

usuharsimiArikunto, Prosedur Penelitian, 200.
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Teknik Pengolahan Data

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh
dan agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan
data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data dalam penelitian
ini scbagai berikut; a) Mengklasifikasi data, b) Menyaring data dengan
langkah-langkah; 1) mengambil data yang cocok dengan fokus. 2) me-
nyaring ulang data yang kurang cocok sehingga ditemukan kecocokannya.

Teknik Analisis Data

Setelah data yang masuk diolah maka proses selanjutnya adalah meng-
analisisnya. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan ke-
adaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian di-
pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan problem-
problem pelaksanaan kompetensi Pengadilan Agama Jember di bidang
ckonomi Syariah tahun 2015. Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil
wawancara atau dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata
atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau persentase se-
perti dalam penelitian kuantitatif.

Problem-Problem Pelaksanaan Kompetensi Pengadilan Agama
Jember Di Bidang Ekonomi Syariah Tahun 2015

Peradilan Agama yang merupakan salah satu wadah penyeleseaian se-
cara litigasi diakui cksistensinya berdasarkan Undang- Undang Nomor 4
tahun 2004. Sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman,
Pengadilan Agama memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan pe-
negakan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan yang beragama
Islam mengenai perkara-perkara tertentu. Yang dimaksud dengan pencari
keadilan disini termasuk orang atau badan hukum yang menundukkan diri
dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi
kewenangan Peradilan Agama.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, kewena-
ngan Pengadilan Agama diperluas, yaitu di samping berwenang menyele-
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saikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, dan
sadaqah, juga berwenang menyelesaikan perkara ckonomi syariah.'?

Yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau ke-
giatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi'*; 1)
bank syari’ah, 2) lembaga keuangan mikro syari’ah, 3) asuransi syarrah, 4)
reasuransi syari’ah, 5) reksadanasyari’ah, 6) obligasi syar’ah dan surat ber-
7) sckuritas syari’ah, 8) pembiayaan
syari'ah, 9) pegadaian syari’ah, 10) dana pensiun lembaga keuangan syarrah
dan, 11) bisnis syari’ah.

Dalam penjelasan UU. NO 3 Tahun 2006 angka 37 dijelaskan bahwa
penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah,
melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan
"antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau ba-
dan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela ke-
pada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan
Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini. Selanjutnya, pada huruf i di
jelaskan yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau
kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain me-
liputi'®; a) bank syari'ah; b) lembaga keuangan mikro syari‘ah, c) asuransi
syari'ah; d) reasuransi syari‘ah; e) reksa dana syari'ah; f) obligasi syari'ah dan
surat berharga berjangka menengah syari'ah; g) sekuritas syari'ah; h)
pembiayaan syari'ah; i) pegadaian syari'ah; j) dana pensiun lembaga
keuangan syari'ah; dan k) bisnis syari'ah.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Ta-
hun 2006 kewenangan absolut Pengadilan Agama bertambah, salah satu-
nya dalam perkara penetapan anak angkat atau adposi dan penyelesaian
sengketa ekonomi Syariah. Pasal itu pula yang menjadi landasan utama Pe-
ngadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus jenis-jenis
perkara di atas. Akan tetapi, dari sejak diundangkannya hingga sekarang ku-
rang lebih sudah tiga tahun, perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pe-
ngadilan Agama masih sangat minim, pertahun hanya 5 sampai dengan 12
perkara se Indonesia.

harga berjangka menengah syariah,

Blihat pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006

"www.badilag.net, H. Abdul Manam, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari‘ah
Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama.

Lihat penjelasan atas UU. No. 3 Tahun 2006.
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Sebut saja misalnya bahwa pada tahun 2007 perkara ekonomi syariah
yang diterima di seluruh Pengadilan Agama se Indonesia hanya 12 perkara,
pada tahun 2008 hanya 8 perkara dan pada tahun 2009 hanya 5 perkara.
Angka ini menurun dan ini sangat kontradiktif dengan pertumbuhan ke-
giatan ekonomi berdasarkan syariah yang semakin berkembang pesat, yang
sudah pasti banyak pula celah sengketa disana. Hal ini menandakan bahwa
pelaksanaan perluasan kompetensi Pengadilan Agama terutama di bidang
ckonomi syariah masih menyisakan problem-problem.'® Bahkan di Penga-
dilan Agama Jember terhitung sejak diundangkannya UU. No. 3 Tahun
2006 hingga penelitian ini ditulis, perkara ekonomi Syariah yang masuk ke
Pengadilan Agama Jember hanya satu (1) perkara.'”

Minimnya perkara-perkara perkara ekonomi syariah yang diterima Pe-
ngadilan Agama Jember scjak lahirnya UU. No. 3 Tahun 2006 tentu ber-
tentangan dengan fakta pesatnya pertumbuhan kegiatan ckonomi ber-
dasarkan Syariah. Ada banyak problem yang dibadapi Pengadilan Agama
Jember terkait pelaksanaan kompetensi penyelesaian sengketa ekonomi
syarah ini. Secara umum, dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal se-
bagaimana berikut:

1. Problem Sosialisasi

Menyikapi adanya kewenangan baru Pengadilan Agama yakni me-
meriksa, memutus dan menyelesaikan ekonomi Syariah sesuai ketentuan
Pasal 49 huruf (i) Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung
RI cq Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengambil beberapa ke-
bijakan terkait kewenangan baru Pengadilan Agama. Hal penting yang di-
lakukan adalah Sosialisasi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 kepada se-
luruh aparat Peradilan Agama, khususnya para hakim, dengan kewenangan
barunya.'®

% ihat catatan Asep Ridwan, seorang hakim di PA Kalianda Lampung selatan.
Selanjtnya lihat di http://www.pa-kalianda.go.id/gallery/artikel/201-faktor-pendukung-
dan—penghambat-pelaksanaan-kekuasa-an—pengadiIan-agama-bidang—ekonomi-syariah-
.html, diakses tanggal 16 Oktober 2015.

\Wawancara dengan Hakim Khamimuddin, 29 Oktober 2015.

®Ada empat kebijakan yang digagas Mahkkamah Agung terkait hal ini. Keempat hal
tersebut adalah (a). Sosialisasi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 kepada seluruh aparat
Peradilan Agama, khususnya para hakim, dengan kewenangan barunya. (b). Meningkatkan
kualitas SDM hakim Pengadilan Agama berkaitan dengan penanganan sengketa ekonomi
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Berkaitan dengan kebijakan sosialisasi Undang-undang No. 3 Tahun
2006, Mahkamah Agung RI cq Direktorat Jenderal Badan Peradilan Aga-
ma telah melakukan sosialisasi di Pengadilan Tinggi Agama-Pengadilan
Tinggi Agama dengan peserta : Hakim Tinggi, Ketua/Wakil Ketua Pe-
ngadilan Agama, Hakim Pengadilan Agama dan Panitera/Sekretaris Pe-
ngadilan Tinggi Agama/Pengadilan Agama. Di samping sosialisasi lang-
sung,
syariah dengan nara sumber : Hakim Agung, akademisi dan pejabat Ditjen
Badilag, juga sosialisasi dengan mengirimkan buku-buku yang berkaitan
dengan ckonomi syar’ah untuk kelengkapan perpustakaan Pengadilan
Agama.

Namun demikian apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI
cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dirasa kurang memadai."’
2. Tumpang Tindihnya Perundang-Undangan

Meskipun dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa
sengketa ekonomi Syariah merupakan kompetensi absolut Pengadilan
Agama, akan tetapi undang-undang ini terbentur dengan beberapa per-
aturan perundang-undangan yang ada.

Dalam UU 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase disebutkan bahwa da-
lam hal salah satu pihak tidak mau melaksanakan secara sukarela putusan
Badan Arbitrase maka pengadilan yang berwenang untuk melakukan
cksekusi adalah Pengadilan Negeri. Hal ini menjadi kerancuan, sebab ketika
sengketa ekonomi Syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, tentu
saja scharusnya Pengadilan Agama pula yang memiliki hak eksekutorial atas
putusan Basyarnas. Pada saat diundangkan UU No. 3 Tahun 2006 hal ini
sempat menjadi polemik di kalangan para praktisi ckonomi syariah. Olch
karena itu pada tahun 2008 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat
Edaran Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2008 Tentang Eksckusi Pu-
tusan Badan Arbitrase Syariah. Dalam SEMA tersebut tertulis “Dalam hal

khususnya berkaitan dengan kewenangan baru di bidang ckonomi

syari‘ah. (c). Memperjuangkan adanya hukum terapan Ekonomi Syari‘ah. (d).
Mempublikasikan lembaga peradilan agama kepada masyarakat luas. Wahyu Widiana dan
Kamaluddin, Ekonomi Syari’‘ah Dalam Perspektif UuNo. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lihat http://www.pta-semarang.
go.id/artikelperadilan/63-ekonomisyariah-dalamperspektifuuno3tahun2006.html. Diakses
tanggal 30 Oktober 2015.

*Wawancara, tanggal 29 Oktober 2015.
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putusan Badan Arbitrase Syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka

putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang

berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, dan oleh
karena sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 se-

bagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,

Pengadilan Agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara di bidang ekonomi Syariah, maka ketua Pengadilan

Agama lah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan

Arbitrase Syariah. Akan tetapi telah disayangkan oleh banyak pihak bahwa

pada bulan Mei 2010 MARI mengeluarkan kebijakan yang baru melalui

SEMA No. 8 Tahun 2010 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase

Syariah. Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial Abdul

Kadir Mappong menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 8 Tahun

2010 yang mengatur cksekusi putusan badan arbitrase syariah nasional

(Basyarnas). Dalam SEMA tertanggal 20 Mei 2010 itu, MA membatalkan

SEMA No. 8 Tahun 2008 yang menyatakan eksekusi putusan Basyarnas

adalah kewenangan Pengadilan Agama. MA mendasarkan pada Pasal 59

ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Ke-

kuasaan Kehakiman) yang menyatakan para pihak yang tidak melaksanakan

putusan arbitrase (termasuk arbitrase Syariah) secara sukarela, putusan di-

laksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas per-

mohonan salah satu pihak yang bersengketa. “Bahwa sehubungan dengan
hal tersebut di atas, maka diberitahukan kepada saudara, bahwa terhitung
sejak berlakunya UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

SEMA No.8 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku,” demikian bunyi

SEMA No. 8 Tahun 2010 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan

Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Negeri, dan

Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Tumpang tindih undang-undang lainnya dapat dilihat dalam Pasal 52

UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah yang menyebutkan :

1. Penyelesaian sengketa perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama.

2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa se-
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilaku-
kan sesuai akad.

3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh
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bertentangan dengan prinsip Syariah.

Memang diakui, menyelesaikan ekonomi Syariah dapat di selesaikan
dengan jalan mediasi, karcna mediasi bisa memberikan kepuasan sesuai
yang para pihak inginkan. Sedangkan kalau menggunakan jalan Arbitrase
juga tidak begitu efektif] hal ini karena kantor arbitrase itu hanya ada satu
saja yaitu di Jakarta. Namun semua itu tergantung pada para pihak, mau di-
selesatkan secara Mediasi atau malah langsung membawa ke pengadilan
agama. Sedikitnya perkara ekonomi Syariah di pengadilan agama Jember
ditengarahi adanya anggapab bahwa penyelesaian di luar pengadilan itu le-
bih baik, karena biaya penyelesaian di pengadilan yang biasanya relatif lebih

tmggl.»zo

Dengan adanya kebijakan seperti itu, maka para pihak yang berseng-
keta dapat menempuh dua jalur. Pertama jalur nonlitigasi, yaitu tidak me-
lalui pengadilan melainkan melalui badan arbitrase atau mediasi, kedua jalur
litigasi melalui Pengadilan. Tapi itu tentu saja, dari sudut peradilan, hal ini
menjadi kontra produktif, sebab dengan adanya hak opsi itu akan me-
mandulkan peran Peradilan Agama yang oleh UU No. 3 Tahun 2006 telah
diamanatkan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bank Indonesia yang
mengharuskan adanya pencatuman dalam akad perbankan syariah dengan
klausul “Apabila terjadi sengketa maka akan ditempuh melalui jalur
arbitrase melalui basyarnas”. Hal ini tentu saja akan menjadi penghambat
pelaksanaan perluasan kompetensi Pengadilan Agama. Dengan adanyanya
klausul ini, UU No. 3 Tahun 2006 di buat mati kutu dan tumpul. Sebab,
setiap ada sengketa sudah harus diajukan ke Basyarnas. Pengadilan Agama
hanya mendapat perkara, manakala tidak tercapai kesepakatan dalam
basyarnas®'. Dan ini juga dapat dikatakan sebagai penyebab penting minim-
nya perkara ekonomi Syariah yang masuk ke pengadilan agama.

®\Wawancara, tanggal 10 Nopember 2015.

?'0leh karena itu banyak hakim peradilan agama yang mengibaratkan Pengadilan
Agama sebagai seorang petani diberi cangkul, tapi tidak di beri sawah. Oleh karena itu
wajar, bila sampai saat ini perkara ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama
masih bisa dihitung jari, ini bukan berarti jarang terjadi sengketa ekonomi syariah, akan
tetapi aksesnya ke Pengadilan Agama sendiri sudah ditutup dengan adanya klausul di awal
akad. Lihat, http://www.pa-kalianda.go.id.

174 | FENOMENA, Vol. 15 No.1 April 2016




Problem Pelaksanaan Kompetensi Pengadilan Agama...

3. Kepercayaan Masyarakat

Sementara kalangan, masih banyak yang meragukan kemampuan Ha-
kim Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara ekonomi Syariah. Mereka
beranggapan hakim agama tidak terbiasa menyelesaikan perkara ekonomi
Syariah, dikhawatirkan putusannya tidak berkualitas. Anggapan ini di
dasarkan bahwa ekonomi Syariah merupakan bagian dari ilmu ekonomi
dan perbankan konvensional, dimana meskipun prinsipnya berdasarkan
Syariah, akan tetapi dalam teknis dan operasional tetap mengacu pada per-
bankan konvensional.

Kondisi inilah yang menyebabkan bahkan secara nasional perkara eko-
nomi Syariah yang diselesaikan di pengadilan agama sangatlah kecil, dan
dalam konteks Pengadilan Agama Jember hanya menyelesaikan satu per-
kara sejak tahun 2006.

Pengadilan Agama Jember menilai aspek kepercayaan masyarakat bisa
dinilai dari tingkatkepuasan para pihak dalam menerima keputusan Pe-
ngadilan Agama Jember. Dalam hal perkara pembagian harta bersama atau
waris yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Jember misalnya, da-
pat dikatakan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap
Pengadilan Agama Jember, dengan indikasi para pihak yang mempunyai
perkara harta bersama atau waris tidak mengajukan banding atau kasasi ke
Mahkamah Agung. Maka dari situ pengadilan bisa menyimpulkan bahwa
masyarakat puas terhadap putusan yang dilakukan oleh pengadilan agama
Jember. Sedangkan untuk perkara ekonomi Syariah pengadilan agama ma-
sih belum bisa mengukur tingkat kepercayaan masyarakat karena hinggasaat
ini hanya ada satu perkara ekonomi Syariah yang masuk ke pengadilan
agama Jember dan perkara itu pun selesai sampai di PA Jember saja.*?

KESIMPULAN

Dari hasil kajian tentang Problem-problem yang dihadapi oleh Peng-
adilan Agama Jember dalam melaksanakan Kekuasaan Pengadilan Agama
Bidang Ekonomi Syariah berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pa-
da bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

Peradilan Agama Jember merupakan salah satu wadah penyeleseaian

\Wawancara, tanggal 29 Oktober 2015.
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secara litigasi diakui eksistensinya berdasarkan Undang-Undang. Sebagai
salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama me-
miliki tugas pokok untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan ke-
adilan bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-
perkara tertentu. Yang dimaksud dengan pencari keadilan disini termasuk
orang atau badan hukum yang menundukkan diri dengan suka rela kepada
hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Aga-
mas
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, kewena-
ngan Pengadilan Agama diperluas, yaitu di samping berwenang me-
nyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,
dan sadaqah, juga berwenang menyelesaikan perkara ekonomi Syariah.
Sejak diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006, perkara-perkara per-
kara ekonomi syariah yang diterima Pengadilan Agama Jember sejak hanya
satu perkara. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan pesatnya per-
tumbuhan kegiatan ekonomi berdasarkan Syariah sejak tahun 2006 hingga
tahun 2015. Ada tiga problem yang dihadapi oleh Pengadilan Agama
Jember dalam melaksanakan kompetensi barunya, yaitu problem sosialisasi,
tumpang tindihnya sistem perundang-undangan, dan kepercayaan publik.
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